MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

http://ubico.id

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran
pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari
masyarakat (wajib pajak) yang digunakan untuk kegiatan dalam menjalani pemerintahan tanpa
mendapat imbalan secara langsung. Selain itu, alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat
yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.!

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sistem Self Assessment).? Pajak yang
dibebani pemerintah terhadap wajib pajak salah satunya adalah pajak penghasilan yang dikenakan
terhadap orang pribadi dan badan. Tulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai

Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan.

Il. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.
1. Apakah yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan?
2. Apakah yang menjadi subjek dan objek Pajak Penghasilan?

3. Bagaimanakah mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan?

! Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1.

2 Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Perpajakan Indonesia, diakses dari http://www.pajak.go.id/id/sistem-
perpajakan, pada tanggal 19 Maret 2020, pukul 11.05.

Subbagian Hukum — Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020


http://ubico.id/
http://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan
http://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan

I1l. PEMBAHASAN
A. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah: “Pajak
penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas
penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.?

Pengertian Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam tulisan hukum ini disebut
dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang
pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak.*

Wiajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama
satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud
dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tahun kalender, tetapi
Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender,

sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.®

B. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan
1. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak penghasilan adalah perorangan atau badan yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang Pejak Penghasilan.® Subjek pajak penghasilan antara lain:’
a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
b. badan; dan

3 Hestanto, Pajak Penghasilan (PPh), diakses dari https://www.hestanto.web.id/pajak-penghasilan-pph/, pada
tanggal 28 Maret 2020 pukul 09.21.

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1.

5> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, Lembar Penjelasan, Pasal 1.

6 Rani Maulida, Objek Pajak dan Subjek Pajak, ini Penjelasan Lengkapnya, diakses dari https://www.online-
pajak.com/objek-dan-subjek-pajak, pada tanggal 2 April 2020, pukul 10.39.

" Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat 1.
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c. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak.?

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan
agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat

dilaksanakan.®

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.°

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak
tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan
Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan
termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang

mempunyai kepentingan yang sama. **

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya
dipersamakan dengan subjek pajak badan.'? Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, Lembar Penjelasan, Pasal 1.

9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, Lembar Penjelasan, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembar Penjelasan, Pasal 2 ayat (1) huruf b.

11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembar Penjelasan, Pasal 2 ayat (1) huruf b.

12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1a).
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yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia.®

Bentuk usaha tetap dapat berupa:'4

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f.  bengkel;

g. gudang;

h. ruang untuk promosi dan penjualan;

pertambangan dan penggalian sumber alam;

j.  wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

I.  proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang
dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

0. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia; dan

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha

melalui internet.

13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5).

14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5).
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Subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua subjek, yakni:®

1) Subjek pajak dalam negeri
a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.®
b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
¢) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2) Subjek pajak luar negeri
a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (3) huruf a.
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Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud diatas antara

lain:Y’

a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik;

C. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal
dari iuran para anggota.

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,

kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan adalah sumber pendapatan atau penghasilan yang dikenakan
pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.*®
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
termasuk:®
a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan;
b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c) laba usaha;

17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 3 ayat (1).

18 Rani Maulida, Op.Cit.

19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1).
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d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

I) keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n) premi asuransi;

0) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

g) penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s) surplus Bank Indonesia.
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Selain yang disebutkan diatas, beberapa penghasilan dapat dikenai pajak bersifat
final. Pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib
pajak menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh wajib pajak.
Karena sifat pungutannya yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam

pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yakni:*

a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi orang pribadi;

b) penghasilan berupa hadiah undian;

c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e) penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan yakni:??

a) 1). bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2). harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

20 Online Pajak, Pajak Final: 3 Hal yang Harus Anda Ketahui dari PPh Final, diakses dari https://www.online-
pajak.com/pajak-final-pph-final, pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 12.03.

2L Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2).

22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3).

Subbagian Hukum — Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020


https://www.online-pajak.com/pajak-final-pph-final
https://www.online-pajak.com/pajak-final-pph-final

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b) warisan;

C) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal;

d) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma
penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

e) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;

f) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang
disetor.

g) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;

1) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

J) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
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1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

K) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

I) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang
telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam
bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

m) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang menjadi obyek pajak bentuk usaha tetap adalah:?®

a) penghasilan dari kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang
dikuasai atau dimilikinya;

b) penghasilan induk perusahaan dan badan lain yang bukan Wajib Pajak dalam negeri
yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut, dari
kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa di Indonesia,
yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau
pemberian jasa yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu:

Apabila induk perusahaan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau badan lain

yang bukan Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan

induk perusahaan tersebut, menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber
dari Indonesia maka:

1) penghasilan bentuk usaha tetap itu tidak boleh dikurangi dengan biaya-biaya

yang berkenaan dengan penghasilan induk perusahaan atau badan lain tersebut;

2) pajak induk perusahaan atau badan lain itu tidak boleh dikreditkan dengan pajak

bentuk usaha tetap.

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
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C. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan
Sebelum menentukan tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah,
terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain;
1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam
negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan

(objek pajak) dengan ketentuan sebagai berikut:?*

a. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila penghasilan bruto setelah
pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima)
tahun.?

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri
Wiaijib Pajak orang pribadi; Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
dan Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap keluarga.?®

c. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1) pembentukan atau pemupukan dana cadangan;

2) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali
jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan
bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

3) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman

24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 16 ayat (1).

%5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 7 ayat (1).
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bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

4) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, serta zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.?’

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang
menghitung penghasilan netonya menggunakan Norma Perhitungan, memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:?

a) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat
dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.?®

b) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.*

C) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang menghitung penghasilan
netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib
menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.!

d) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang tidak memberitahukan

kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan

27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf, d, huruf e, huruf g.

28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 16 ayat (2).

29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 14 ayat (1).

30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 14 ayat (2).

31 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 14 ayat (3).
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menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih
menyelenggarakan pembukuan.®

e) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk
Wiaijib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf ¢) dan huruf d), yang ternyata tidak
atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak
memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan
netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran
brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.*

Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, dengan ketentuan sebagai berikut:3
e Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri
Wiajib Pajak orang pribadi; Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp15.840.000,00 (lima belas juta
delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami); dan Rp1.320.000,00 (satu
juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap

keluarga.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun
pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan dikurangi biaya-biaya yang
berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan

tidak kena pajak.®

32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 14 ayat (4).

33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 14 ayat (5).

34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 16 ayat (2).

35 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 16 ayat (3).
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Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang

terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto

yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.®

2. Penentuan Tarif Pajak

Sebagaimana dirincikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, berikut tarif

pajak yang dibebankan pada tiap-tiap wajib pajak.
a. Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri®’

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 5%
(lima puluh juta rupiah) (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 15%
rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (lima belas persen)
(dua ratus lima puluh juta rupiah)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 25%
puluh juta rupiah) sampai dengan (dua puluh lima persen)
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
di atas Rp500.000.000,00 30%
(lima ratus juta rupiah) (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua

puluh delapan persen).® Namun telah ditetapkan menjadi 25% (dua puluh lima

persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.%°

c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling

sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya

dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif wajib

pajak dalam negeri, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*°

d. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

dan bersifat final.*

36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 16 ayat (4).

37 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (1)a.

38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (1)b.

3% Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (2a).

40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (2b).

4l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (2c).
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e. Untuk keperluan penerapan tarif pajak pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak
badan dalam negeri, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam

ribuan rupiah penuh.*2

IV. PENUTUP

Salah satu Pajak yang oleh pemerintah dibebankan kepada masyarakat (wajib pajak) adalah
pajak penghasilan. Pajak penghasilan tersebut dikenakan terhadap orang pribadi dan badan
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (objek
pajak).

Subjek pajak penghasilan adalah perorangan atau badan yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-Undang Pejak Penghasilan. Sedangkan objek Pajak Penghasilan adalah sumber pendapatan
atau penghasilan yang dikenakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wiajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghitungan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak melalui tahapan: pertama
menghitung penghasilan kena pajak dan kedua menghitung tarif pajak penghasilan yang akan disetor
ke kas negara.

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sistem Self Assessment), dengan

berpedoman pada Undang-Undang Perpajakan.

42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (4).
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Website:

- Direktorat  Jenderal  Pajak, Sistem  Perpajakan Indonesia,  diakses  dari
http://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan, pada tanggal 19 Maret 2020, pukul 11.05.

- Hestanto, Pajak Penghasilan (PPh), diakses dari https://www.hestanto.web.id/pajak-
penghasilan-pph/, pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 09.21.

- Rani Maulida, Objek Pajak dan Subjek Pajak, ini Penjelasan Lengkapnya, diakses dari
https://www.online-pajak.com/objek-dan-subjek-pajak, pada tanggal 2 April 2020, pukul
10.39.

- Online Pajak, Pajak Final: 3 Hal yang Harus Anda Ketahui dari PPh Final, diakses dari
https://www.online-pajak.com/pajak-final-pph-final, pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 12.03.

Penulis:
Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2020.

Disclaimer:
Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk

tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.
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